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Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Kualitas
layanan penertiban Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota, Pertanahan
dan Cipta ‘Karya Kota Singkawang. Judul skrips ini diangkat=berdasarkan
permasalahan kualitas layanan dalam penertiban 1zin Mendirikan Bangunan yang
kurang maksimal sehingga masih ditemukan bangunan yang tidak memiliki 1zin
Mendirikan Bangunan dan bangunan ber-1zin;Mendirikan Bangunan‘yang telah
beralih fungs namun belum merubah Izin Mendirikan Bangunan-nya. Penelitian
ini i menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang
digunakan dalam penédlitian ini adalah Teori A Parasuraman yaitu tangibles
(penampakan  fisik), assurance (keyakinan), reliability (keandaan),
responsiveness (responsif), dan empathy (empati). Hasil Penelitian ini adalah
secara'keseluruhan kualitas layanan penertiban [zin Mendirikan Bangunan dalam
dimensi, tangibles, assurance, reliability, responsiveness dan emphaty yang
dilakukam oleh Dinas Tata Kota, Pertanahan dan_Cipta Karya Kota Singkawang
belum maksimal. Kelima dimensi kualitas layanan tersebut harus diperbaiki dan
ditingkatkan agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan tujuan
penelitian dan hasil penelitian, saran yang diberikan adalah memperjelas tupoksi
dinas yang terkait terhadap Izin Mendirikan Bangunan, menambah sarana dan
prasarana, menambah pegawai, dan memberikan sosialisasi-kepada masyarakat.

Kata-kata Kunci : 1zin Mendirikan Bangunan, Kualitas layanan.
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Abstract

The objective of this research isto give a description andtoanalyze the quality of
service and control in License to Build on Department of Land;Use, Affairs, and
Housing Development Singkawang. The title of this research paper is based on
theproblemsin service and control, of License to Build that are still. not maximum
and there are not only buildings without License to Build founded, but aso
buildings*which are having License te-Build but it has being moved without
changing-the License to Build first.In thisresearch, the writer uses the descriptive
qualitative research. The theory used in this research is A Parasuraman Theory, as
followstangibles, assurance, reliability, responsiveness, and empathy. The result
of this research is the quality of service and,control on License to Build which is
handled by Department of Land Use, Affairs, and Housing Development
Singkawang around those dimension;. tangibles, assurance, reliability,
responsiveness, and empathy in general Is still not maximum. Those 5 dimensions
of quality should be repaired and increased in_order to give that Sservice
maximally. Based on the objective and the result of this research, the suggestions
from the'writer are making the objective and funetion of each department related
to License'to Build distinctly, increasing the tools, adding the number. of worker,
and giving socialization to'the;soci ety

Key words: License to Build, The quality of service.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Semakin berkembangnya
pembangunan di Kota Singkawang,
maka penataan kota juga sangat
diperlukan, karena Kota
Singkawang sebagai Kota pariwisata
yang sering dikunjungi  oleh
masyarakat luar, tentu™ harus
memiliki tata bangunan yang baik,
yang sesuai dengan aturan Peraturan
Daerah Kota Singkawang«Nomor 1
Tahun #2006 Tentang Bangunan
Gedung. Pemerintah Kota
Singkawang membentuk  Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagai-_perpanjangan tangan dari
Walikota Pemerintah Kota
Singkawang dengan fungs masing:
masing dibidangnya. Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2008 Tentang Pembentukan '‘dan
Susunan  Organisasi  Perangkat
Dagrah  (SOPD)  dilingkungan
Pemerintah Kota Singkawang, telah
dibentuk Dinas Tata; Kota,
Pertanghan dan Cipta Karya
Pembentukan SKPD' tefsebut -tentu

diserta dengan pelimpahan
wewenang dan “tanggung jawab
yang diharapkan dapat

meningkatkan pembangunan dan
dapat mewujudkan kesegjahteraan
masyarakat di Kota Singkawang.

Sesuai dengan Peraturan
Walikota Singkawang Nomor 12
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok,
Fungs dan Tata Kerja Dinas Tata
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Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang  menetapkan
bahwa Bidang Tata Bangunan Dinas
Tata Kota, Pertanahan dan Cipta
Karya Kota Singkawang terdiri dari
tiga (3) Seks Bagian yaitu Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Perumahan, Seks Registrasi dan
Perizinan Bangunan dan Seks
Pengawasan dan  Pengendalian
Bangunan. Ketiga seks bidang
tersebut  memiliki  tugas dan
kewgiban menjadi. penyelenggara
pelayanan IMB dari*spermohonan
izin -bangunan, menentukan titik
lokasi pembangunan, pemeriksaan
persyaratan  kelengkapan berkas
hingga melakukan pengawasan serta
pengendalian bangunan=yang ada di
K ota Singkawang.

Pelaksanaan pembangunan| di
Kota Singkawang yang berkatan
dengan Pembangunan di Bidang
Perumahan, Perhotelan dan
Pertokoan, khususnya perhotelan
dan pertokoan tersebut diperlukan

persyaratan membuat Izin
Mendirikan. Bangunan  (IMB).
Dalam hal ini, peranan Bidang Tata
Bangunan terutama Seksi

Pengawasan~"dan  Pengendalian
Bangunan Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota

Singkawang berperan aktif
sehingga  tidak menimbulkan
penyimpangan dari aturan Yyang

telah ditetapkan. Karena Sesuai
dengan Peraturan Walikota
Singkawang Nomor 12 Tahun 2009



tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang menetapkan bahwa
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang mempunya  tugas
menyusun rencana dan program
kerja, mengumpulkan dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, fasilitaS, monitoring,
evaluasi, pelaporan dam petunjuk
teknis kegiatan pengawasan dan
pengendalian bangunan meliputi
pemeriksaandan pengawasan serta
pengendalian bangunan, dan
penyel esaian pengaduan.  atau
keberatam yang berkaitan @engan

bangunan, pengendalian dan
penindakan  (koordinasi  dengan
Instans  yang terkait) terhadap

bangunan yang tidak memenunhi
ketentuan yang berlaku serta

pengawasan dan  pengendalian
terhadap papan reklame.

Dengan mengadakan
pengawasan  dan _ pengendalian

secara langsung terhadap setiap
pembangunan  bangunan  yang
didirikan oleh pihak swasta maupun
Pemerintah di wilayah Pemerintah
Kota Singkawang adalah untuk
menghindari dan meminimalisir
permasalahan-permasalahan  yang
akan dihadapi dalam memberi IMB.
Bangunan-bangunan yang dibangun
tanpa memiliki IMB dan bangunan-
bangunan yang telah memiliki IMB

namun telah merubah fungs awa
bangunan tersebut, tentu dapat
menimbulkan dampak pada
bangunan sekitarnya dan menjadi
masal ah bagi masyarakat.

Masih  terdapat  bangunan-
bangunan yang dibangun tanpa
memiliki IMB dan bangunan-
bangunan ber-IMB yang telah
beraih.. fungs namun  belum
merubah [MB-nya adalah bentuk
kurangnya tindakan penertiban yang
dilaksanakan. oleh petugas Dinas
Tata Kota,” Pertanahan "dan Cipta
Karya Kota Singkawang. Ha ini
dapat diketahui dari adanya keluhan
masyarakat mengenal «dampak dari
bangunan-bangunan yang dibangun
tanpa IMB. Beberapa masalah yang
menyangkut hal tersebut seperti
Bangunan Hotel yang telah
dibangun terlebih dahulu, tetapi
belum memiliki IMB. Dalam Tribun
Pontianak yang berjudul “Pemkot
Singkawang Segel Hotell Tak
Berizin” pada Hari/Tanggal Selasa,
7 Md 2013 memberitakan sebagal
berikut Kurangnya tindakan
penertiban: yang dilakukan oleh
Dinas Tata Kota, Pertanahan dan
Cipta_.Karya™ Kota Singkawang
memberikan peluang bagi
masyarakat untuk dengan sengaga
tidek membuat IMB, sehingga
masih terdapat bangunan-bangunan
yang dibangun tanpa adanya IMB.
Ha ini dapat dilihat dari adanya
keluhan masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung
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mengenal dampak dari bangunan-
bangunan yang dibangun tanpa
IMB. Beberapa masalah yang
menyangkut hal tersebut seperti
Bangunan Hotel yang telah
dibangun terlebih dahulu, tetapi
belum memiliki IMB. Dalam Tribun
Pontianak yang berjudul “Pemkot
Singkawang Segel Hotel Tak
Berizin” pada Hari/Tanggal Selasa,
7 Me 2013 memberitakan bahwa
Dinas Tata Kota=Satpol PP dan
instans terkait akan =memyengel
bangunan-hotel yang saat ini masih
dalam-tahap pengerjaan. Penyegelan
hotel tersebut™ dilakukan setelah
memberikan  empat  kali teguran
yang dikarenakan belum memiliki
IMB dan: permasalahan yang"belum
diselesakan dengan tetangga.

Masalah perizinan IMB tidak
hanya menyangkut tentang
bangunan hotel, tetapi beberapa
bangunan seperti  Ruko yang
didirikan tanpa memiliki IMB juga
banyak terdapat di Kota
Singkawang, hal ini dapat dilihat
dari yang diberitakan oleh Uki
Kabar Times yang | berjudul
“Pemkot “Belum  Menertibkan
Bangunan Yang Tidak..Memiliki
IMB” pada Hari/Tanggal Rabu, 29
Februari 2012 yaitu bahwa ada
bangunan ruko yang tidak menaati
aturan lzin Mendirikan Bangunan
IMB. Nur Mahmudi yang mengaku
sebagai sdah seorang  tokoh
masyarakat juga turut angkat bicara
mengenai Kota Singkawang yang
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bangunannya masih banyak tidak
menaati Peraturan Daerah (PerDa)
IMB. Bediau mengatakan bahwa
“Dibeberapa titik jalan utama Kota
Singkawang, banyak sekali
bangunan dan tempat usaha yang
tidak sesuai dengan peraturan IMB,
seperti yang terlihat dijalan tersebut
bangunan ruko yang melanggar
Garis Sempadan Bangunan (GSB)
sebagaimana tertuang di  dalam
Peraturan Daerah (Perda) No 1
Tahun 2006 pasal. 13 ayat (1).
Berdasarkan Perda tersebut,
bangunan seharusnya berada kurang
lebih '10 meter dari bahu jalan dan
harus sggar dengan bangunan yang
ada. ‘Namun kenyataan _dilapangan,
ternyata banyak bangunan yang
berdiri dibangun tidak: sejgar
dengan bangunan yang+sudah ada
bahkan jarak dari sempadan jaan
pun kurang lebih hanya tiga meter
dari bahu jalan”.

Berdasarkan  berita  tersebut
dapat  diketahui bahwa ada
bangunan ruko yang tidak menaati
aturan TMB. bahkan seorang tokoh
masyarakat * juga turut bicara
mengenai Kota Singkawang yang
bangunannya“masih banyak tidak
menaati Peraturan Daerah (PerDa)
IMB. Dan hotel yang telah dibangun
tanpa memiliki IMB juga baru
diketahui setelah terjadi konflik atas
bangunan tersebut dengan bangunan
milik  warga  yang berada
disekitarnya.



Data-data bangunan yang telah
memiliki IMB dan yang tidak
memiliki IMB merupakan salah satu
bentuk informas yang dapat
digunakan  untuk  memudahkan
daam melaksanakan penertiban
IMB. Informasi tersebut merupakan
komunikasi yang dimiliki oleh
petugas Dinas Tata  Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya.Kota
Singkawang dalam melaksanakan

tugas sebaga .pengawas dan
pengendali _bangunan .« di=y Kota
Singkawang. Berdasarkan

wawancara awal " yang pendliti
lakukan di%, Kantor Penanaman
Moda Pelayanan Terpadu 'Kota
Singkawang, yang mana fungs
kantor tersebut memberikan
infformasi  tentang  persyaratan
pembuatan IMB, sedangkan proses
atau advis untuk mendapatkan IMB
tersebut diterbitkan oleh Dinas Tata
Koota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang yaitu berupa data-
data, perhotelan  dan - rumah
pertokoan yang memperoleh IMB
sebagal berikut.

2011 15
2012 5
2013 2 Per
2010 10 RUM
o3 Ba e
2013 15 An
2010 19 gok
Sng - | 2011 81
> | Teng 2012 19 | (Ruk
2013 13 |9
Jumlah IMB yang
diterbitkan dari tahun 332
2010-2013
Sumber Laporan IMB Kantor

Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu 2010-2013

Sedangkar.l keseluruhan
bangunan yang dimiliki oleh: Kota
Singkawang khususnya perhotelan
dan ‘perumahan toko”(ruko) pada
Sngkawang Dalam Angka Tahun
2013 yaitu :

Tabel 1.1
Bangunan yang memiliki
IMB
No. Kec. Tahun | Jumlah | Ket
2010 19
1 Sing - 2011 20
" | Bar 2012 24 Per
2013 10 Hote
2010 8 |
» Sing - 2011 15 An
Tim 2012 11
2013 1 | pan
3. | Sing- Ut 2010 13

Tabd 1.2
Bangunan di Kota Singkawang Th.
2010

No. Kecamatan Jumlah Ket

1. Sing - Bar 118

2. Sing - Tim 47 Perhotela

3. Sing - Ut 39 n

4, Sing—.Sdl 61 Dan

5. Sing -Teng 93 Perumaha

Jumlah Keseluruhan 258 'rl]'oko
Bangunan (Ruko)

Sumber : Sngkawang Dalam Angka
2010

Tabel 1.1 adalah tabel data
bangunan yang memiliki IMB dan
Tabel 12 addah tabe data
keseluruhan bangunan yang dimiliki
oleh Kota Singkawang khususnya
bangunan perhotelan dan perumahan
toko (ruko). Data keseluruhan
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bangunan didapat dari sensus
penduduk yang dilakukan pada
tahun 2010, dan diketahui bahwa
Kota Singkawang memiliki 358
buah bangunan khususnya
perhotelan dan perumahan toko
(ruko), sedangkan jumlah bangunan
yang memiliki IMB dari tahun 2010
sampai 2013 adalah 332 buah.
Berdasarkan data tersebut _dapat
diketahui bahwa pada tahun 2010
masih terdapat 289 bangunan yang
belum memiliki IMB, yangsmana
dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut

Tabg 1.3
Bangunan yg tidak memiliki 1MB
Th. 2010

Tdk

No. Kec Jml :3,\78 ber- Ket
IMB

1. | Sng-Bar | 118 | 19 99 Per-

2. |Sing-Tim 47 8 39 hotel

3. |'Sing- Ut 39 13 26 an

4. | Sing-Sd 61 10 51 dan

5. | Sing- Teng | 93 19 74 Per-
Jumlah 358 | 69 289 Luma

an
Sumber: Olahan Data Pendliti, 2014

Pada tabel 1.3-tersebut, dapat
diketahui' bahwa pada tahun 2010
terdapat 69, bangunan yang sudah
memiliki IMB-dan sebanyak 289
bangunan yang masih belum
memiliki IMB. Data keseluruhan
bangunan tersebut peneliti dapatkan
dari sensus penduduk terakhir yang
dilakukan pada tahun 2010. Tahun
2011 maupun tahun berikutnya
belum diketahui jumlah keseluruhan
bangunan di Kota Singkawang dan
jumlah keseluruhan bangunan yang
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belum memiliki IMB, Dinas Tata
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang yang mana
memiliki tugas sebagai pengawas
dan pengendali bangunan di Kota
Singkawang juga tidak memiliki
data Bangunan yang belum
memiliki  IMB. Namun  dari
kesmpulan data yang penditi
dapatkan pada tahun 2010 tersebut,
dapat “~diketahui bahwa mash
terdapat 289 bangunan di Kota
Singkawang yangsbelum memiliki
IMB.

Berdasarkan ! masalah™, yang
dipaparkan diatas, dapat diketahui
bahwa kuditas layanan yang
dimiliki oleh Dinas .Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang dapat dikatakan belum
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari
masih ditemukannya masalah dari
dampak bangunan yang dibangun
tanpa memiliki IMB, dan mash
terdapatnya bangunan-bangunan
yang belum memiliki IMB.Maka
dari—itu pendliti tertarik untuk
meneliti dan mendalami masaah
tersebut dengan melakukan
penelitian tentang kualitas layanan
penertiban-iMB pada Dinas Tata
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang.

. Rumusan Permasalahan

Adanya bangunan yang tidak
memiliki IMB dan pengalihan
fungsi bangunan yang tidak disertai
dengan perubahan IMB adalah salah
satu  wujud nyata kurangnya
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pengawasan dan  pengendalian
bangunan yang ada di Kota
Singkawang. Dalam ha ini, jika
bangunan tersebut memberi dampak
negatif pada masyarakat sekitarnya,
baru diketahui bahwa ada bangunan
yang dibangun tanpa memiliki IMB
ataupun bangunan yang dibangun
memiliki IMB namun beralih fungsi.
Berdasarkan permasalahan tersebut,
peneliti  mengemukakan™ rumusan
masalah  sebagai berikut
“Bagaimana sKualitas layaman di
Bidang ,Tata Bangunan Seksi
Pengawasan dansPengendalian pada
Dinas Tata*Keota, Pertanahan dan
Cipta Kaya daam melakukan
penertiban [zin Mendirikan
Bangunan khususnya bangunan
perhotelan dan rumah pertokoan ?”

. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian Ini
adalah untuk menggambarkan .dan
menganalisis kualitas layanan Dinas
Tata Kota, Pertanahan dan- Cipta
Karya pada Bidang Tata Bangunan
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
daam " melaksanakan  tugasnya
sebagai pengawas dan’ pengendali
bangunan-bangunan yang ada di
K ota Singkawang.

. Manfaat Penelitian
Hasl  dari
diharapkan  dapat
sumbangan pemikiran dalam
pengembangan ilmu, Kkhususnya
tentang kualitas layanan instans
pemerintahan. Serta  diharapkan

penelitian  ini
memberikan

B.

dapat menjadi kontribusi pada Dinas
Tata Kota, Pertanahan dan Cipta
Karya Kota Singkawang khususnya
di Bidang Tata Bangunan Seksi
Pengawasan dan  Pengendalian
Bangunan.

KERANGKA
METODOL OGI
I=Kerangka Teori
a. Pelayanan Publik

Dalam-. Dwiyanto (2010:18)

TEORI DAN

mendefenisikan pel ayanan
publik & tidak “lagi  dapat
ditentukan  dengan®., hanya
melihat lembaga
penyelenggaraannya, yaitu
pemerintah atau Sswasta.

Pelayanan publik=tidak lagi
tepat untuk dipahami sebagai
pelayanan dari pemerintah,
begitu juga pelayanan swasta
yang tidak dapat dipahami
hanya sebagai pelayanan jyang
diberikan oleh lembaga’ non-
pemerintah. Pelayanan  publik
harus dilihat dari karakteristik
dan sifat dari pelayanan itu
sendiri, bukan dari karakteristik
lembaga penyelenggaraannya
atau  sumber” pembiayaan
semata.

b. Kualitas Pelayanan Publik
Vaderie A. Zeithamad,
Leonard L. Bery dan A.
Parasuraman juga melakukan
penelitian mengenai bagaimana
memaksimakan kualitas dari
setiap pel ayanan.
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Ditemukannya teori Service
Quality (ServQual) atau lebih
lazim dengan sebutan lain yaitu

Parasuraman Theory karena

dalam pendlitian tersebut, A.

Parasuraman mengambil posis

sebagal leader. Dalam

Parasuraman Theory ada 5

dimensi penilaian yaitu :

1) Tangibles (penampakan
fisik), bukti fisik“yang bisa
dirasakan.pélanggan.

2) Realibility (Keandalan),
yakni kemampuan untuk
memberikan pelayanan
yang.handal dan akurat.

3) Responsiveness
(Responsif), kemauan dan
daya tanggap untuk Siap
selalu membantu pelanggan

dan memberikan pelayanan
yang cepat.

4) Assurance (keyakinan),
yakni  berupa jaminan
pengetahuan dan
kemampuan petugas, serta
dapat dipercaya

5)"" Empathy (empati),

perhatian secara pribadi
dan memahami' kebutuhan
pelanggan.

2. Metode Pendlitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif dengan
Metode Kuditatif. Teknik
pengumpulan datanya adalah
dengan wawancara, observasi
dan  dokumentasi.  Teknik
analisis data terdiri dari 3
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tahapan, yaitu reduks data,
penyajian data dan kesimpulan.
Lokas pendlitian ialah Dinas
Tata Kota, Pertanahan dan
Cipta Karya Kota Singkawang
dan Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kota
Singkawang. Subjek penelitian
ialah Kepala Seksi Pengawasan
dan Pengendaian Bangunan;
Dinas Tata Kota, Pertanahan
dan Cipta Kaya Kota
Singkawang, ‘Staf yang bekerja
pada Bidang Tata. Bangunan,
Kepala © Seksi Pelayanan
Perizinan Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu,
dan Masyarakat “yang sedang
mengurus pembuatar’ IMB.

PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN

1. Penampakan fisik (tangibles)

Penampakan fisik (tangibles)
daam hal ini adalah dilihat dari
segi--sarana dan prasarana serta
jumlah petugas yang dimiliki oleh
Dinas Tata Kota, Pertanahan dan
CiptaKarya K ota Singkawang.

Dalam  pengawasan  dan
pengendalian _bangunan  yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya,
fadsilitas fiskk berupa sarana dan
prasarana dan jumlah petugas tentu
menjadi hal yang sangat penting.
Sebuah kenyamanan dalam
pelayanan sangat didukung oleh
fasilitas serta jumlah petugas yang
memadai. Berbagai sarana dan



prasarana  yang mendukung
pelayanan, bak ruangan untuk
petugas bekerja dan akses bagi
petugas dalam mel akukan
peninjauan bangunan tentu dapat
difasilitasi dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan dan Staf
yang bekerja pada _.Seks
Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan di Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang, serta Kepala Bidang
Pelayanan  PPerizinan - Kantor
Penanaman:Modal dan Pelayanan
Terpadu- Kota Singkawang' dan
Masyarakat yang mengurus IMB,
peneliti= menila bahwa indikator
Penampakan Fisik (tangibles) yang
dimiliki oleh Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang dan Kantor
Penanaman Moda dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang belum
memadai. Untuk dapat
memberikan  pelayanan  yang
maksimal, atau . pelayanan yang
baik, tentu sga harus didukung
dengan fasilitas sarana'dan prasana
yang bak *serta jumlah sumber
daya aparatur yang cukup..Jika
sarana dan prasarana yang ada
kurang memadai, tentu sga
membuat petugas harus bekerja
saing menunggu, dan akhirnya
pelayanan yang diberikan tidak
maksimal. Keadaan petugas yang
kurang juga dapat menyebabkan
penyelenggaraan pelayanan

dilaksanakan menjadi  kurang
maksimal. Selain itu, petugas
sendiri akan mengalami kewalahan
dalam menjalankan tugasnya yang
pada nantinya akan menurunkan
tingkat kemampuan kerja.

. Keanddlan (realibility)

Keandalan (realibility) dalam
hal ini adalah kehandalan yang
dimiliki. oleh petugas tentang
kemampuannya dalam memahami
dan menguasa “prosedur tentang
bangunan-bangunan “yang sesuai
dengan  auran yang, telah
ditetapkan serta pendidikan. yang
dimiliki oleh petugas tersebui.

Agar pelayanan yang
diberikan dapat maksimal, tentu
sga seorang petugas wajib
menguasai tentang prosedur yang
telah ditetapkan sesua dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2006 tentang Bangunan Gedung.
Seperti pemahaman  petugas
terhadap klasifikas gedung dan
penentuan Garis  Sempadan
Bangunan (GSB) yaitu garis pada
halaman. = pekarangan rumah
berjarak 10 meter dari batas jalan.
Pendidikan yang+"sesuai dengan
bidang= yang ditempati oleh
petugas juga dapat menunjang
pelayanan yang diberikan bisa
berjalan dengan bak. Karena
daam reditanya adadah Kepaa
Seksi selaku  atasan  hanya
mendengar laporan dari bawahan
tentang kegiatan pengawasan dan
pengendalian  bangunan  yang
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diselenggarakan oleh bawahannya.
Daam hal ini, sebagai atasan tentu

perlu mengetahui  pemahaman
yang dimiliki oleh
petugas/bawahannya tentang

prosedur yang berlaku serta
pendidikan yang dimiliki oleh
petugas yang menempati
bidangnya.

Dari hasil wawancara dengan
Kepala Seks Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan dan Staf
yang bekerja  pada ‘= Seks
Pengawasan dan  Pengendalian
Bangunan di-~Dinas Tata Kota,
Pertanahan*dan Cipta Karya Kota
Singkawang, serta Kepala Bidang
Pelayanan  Perizinan  Kantor
Penariaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dan
Masyarakat yang mengurus IMB;
peneliti menilai bahwa indikator
Keandalan  (reliability) yang
dimiliki oleh petugas Dinas Tata
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang danKantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dapat
dikatakan sudah cukup baik, yaitu
dilihat dari petugas yang‘memiliki
pendidikan=yang sesuai dengan
bidangnya, pemahaman-terhadap
prosedur yang berlaku juga dapat
dikatakan sudah cukup bak serta
petugas juga mengetahui cara
mengatas kendala yang ditemukan
dilapangan.

3. Responsif (responsivenees)
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Responsif (responsivenees)
yang dimaksud adalah
pertanggungjawaban terhadap
pelayanan yang telah
diselenggarakan. Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang sebagal pengawas dan
pengendali bangunan di Kota
Singkawang dan Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu K ota Singkawang sebagai
yang menerbitkan IMB seharusnya
memiliki data bangunan yang telah
memiliki IMB, bangunan yang
belum  memiliki IMB dan
bangunan yang telah memiliki
IMB namun telah beralih fungsit

Dari hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan-dan Staf
yang bekerja pada  Seks
Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan di Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang, serta Kepala Bidang
Pelayanan  Perizinan  Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dan
Masyarakat yang mengurus IMB,
peneliti ‘menilai bahwa indikator
Responsif (responsivenees) yang
dimiliki—olen Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang dan Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dapat
dikatakan belum maksimal. Karena
Dinas Tata Kota, Pertanahan dan
Cipta Karya Kota Singkawang
sebagai yang mengawasi dan

10



mengendalikan bangunan sesuai
dengan peraturan yang telah
ditetapkan tidak memiliki data
bangunan yang memiliki IMB
maupun yang belum memiliki IMB
karena adanya tumpang tindih
tupoksi dengan Satpol PP. Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang sebagai
yang menerbitkan IMB juga.tidak
memiliki data bangunan yang
memiliki IMB maupun yang belum
memiliki IMB karena«kurangnya
dana untuk melakukan pendataan.

. Keyakinan(assurance)

Keyakinan (assurance)
merupakan jaminan pengetahuan
dan ‘'kemampuan petugas,: serta
dapat  dipercaya Keyakinan
(assurance) dalam hal ini yaitu
dilihat dari sgjauh mana informasi
yang dimiliki oleh Dinas Teata
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang dan Kantor
Penanaman Moda dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang tentang
bangunan yang .mash ' banyak
belum memiliki IMB dan tindakan
yang diberikan bagi® bangunan
tersebut.

Dari hasil wawancara=dengan
Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan dan Staf
yang bekerja pada  Seks
Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan di Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang, serta Kepala Bidang
Pelayanan  Perizinan  Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dan
Masyarakat yang mengurus IMB,
peneliti menilai bahwa indikator
Keyakinan  (assurance) yang
dimiliki oleh Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya Kota
Singkawang dan Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dapat
dikatakan belum maksimal. Ha
ini dapat diketahui bahwa Dinas
Tata Kota, Pertanahan dan Cipta
Karya Kota Singkawang
mengetahui “bahwa ditengah kota
masih terdapat © bangunan™. yang
belum memiliki 'IMB, dan tidak
melakukan penertiban terhadap
bangunan tersebut. Pan Kantor
Penanaman Moda dan,Pelayanan
Terpadu mengetahui bahwa masih
banyak bangunan yang belum
memiliki  Imb  dan  kurang
kesadaran masyarakat terhadap
IMB namun belum melakukan
tindakan seperti sosialisasi’ untuk
menumbuhkan kepedulian dan
kesadaran masyarakat . terhadap
pentingnya IMB.

. Empati (emphaty)

Empati (emphaty) merupakan
perhatian secara pribadi dan
memahami kebutuhan pelanggan.
Empati dalam hal ini yaitu, Dinas
Tata Kota, Pertanahan dan Cipta
Karya yang memiliki tugas sebagai
pengawas dan pengendali
bangunan di Kota Singkawang,
dan Kantor Penanaman Modal dan

11
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Pelayanan Terpadu sebagal yang
menerbitkan  IMB  seharusnya
berinisiatif untuk mengajak
masyarakat untuk membuat IMB
agar bangunan di Kota
Singkawang terlepas dari dampak-
dampak yang ditimbulkan oleh
bangunan liar, dan bangunan-
bangunan di Kota Singkawang
dapat teratur sesua dengan PerDa
yang telah menetapkan  prosedur
yang harus _«diikuti  dalam
kelayakan yang harus dimiliki oleh
sebuah bangunan

Salah satu-sarana yang dapat
dilakukan ‘aeleh Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta Karya dan
Kantor.. .Penanaman Moda dan
Pelayaman Terpadu adalah dengan
melakukan sosidlisasi  sebagai
salah satu perhatian dari instansi
pemerintah untuk mengajak dan
menyadarkan masyarakat tentang
pentingnya bangunan yang
memiliki IMB.

Dari hasil wawancara-dengan
Kepala Seks Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan dan Staf
yang ' bekerja rpada  Seks
Pengawasan dan” Pengendalian
Bangunan 'di_Dinas Tata Kota,
Pertanahan dan Cipta-Karya-Kota
Singkawang, serta Kepala Bidang
Pelayanan  Perizinan  Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang dan
Masyarakat yang mengurus IMB,
peneliti menilai bahwa indikator
Empati (emphaty) yang dimiliki
oleh Dinas Tata Kota, Pertanahan
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dan Cipta Karya Kota Singkawang
dan Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kota
Singkawang  dapat  dikatakan
kurang baik. Karena Dinas Tata
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang dan Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang belum
pernah  melakukan  sosialisas
tentang-pentingnya membuat IMB.
Seharusnya «dengan pemahaman
maSyarakat yang«kurang terhadap
IMB ~“dapat diatass dengan
melakukan " sosialisasi ., sebagai
bentuk gakan ‘dari Pemerintah
untuk menyadarkan dan
menumbuhkan kepedulian
masyarakat terhadap #aturan yang
berlaku. Dan dengan .melakukan
penertiban bagi bangunan yang
tidek memiliki IMB, dapat
memberikan contoh yang
menimbulkan efek jera | bagi
pemilik bangunan-bangunan' yang
belum. ber-IMB lainnya:" untuk
segera mengurus IMB: karena
adanya penertiban tersebuit.

DISIMPUL AN
1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka pendliti dapat

mengemukakan kesimpulan
sebagai berikut.

1. Penampakan fisik (tangibles)
yang dimiliki oleh Dinas Tata
Kota, Pertanahan dan Cipta
Karya dan Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
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(KPMPT) yaitu meliputi sarana
dan prasana serta jumlah
petugas yang dimiliki oleh
instansi tersebut dapat
dikatakan belum memadai.

. Keandalan (reliability) meliputi
kemampuan, pengetahuan serta
pemahaman prosedur yang
dimiliki oleh petugas Dinas
Tata Kota, Pertanahan.~dan
Cipta Kaya dan Kantor
Penanaman Modal dan
Pelayanan™ Terpadus (KRPMPT)
dapat+ dikatakan sudah cukup
baik.

.. Responsif (responsivieness)
terkait dengan
pertanggungjawaban dari Dinas
Tatar Kota, Pertanahan dan
Cipta Karya Kota Singkawang
dan Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kota
Singkawang terhadap pelayanan
yang diberikan dapat dikatakan
belum baik.

. 'Keyakinan (asssurance) dapat
dikatakan belum bak. karena
Dinas Tata Kota, Pertanahan
dan’ Cipta Karya Kota
Singkawang belum" melakukan
penertiban__kepada bangunan
yang diketahui tidak=memiliki
IMB. Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kota
Singkawang belum melakukan
tindakan guna menyadarkan
masyarakat  untuk  peduli
terhadap IMB.

. Empati (empathy) yang dimiliki
oleh Dinas Tata Kota,

Pertanahan dan Cipta Karya dan
KPMPT dapat dikatakan belum
baik. Selama ini kedua instansi
yang menangani IMB tersebut
belum pernah mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya IMB.

E. SARAN
Adapun saran yang dapat pendliti
sampakan antara lain sebagai
berikut :

1. Penampakan fisik
(tangibles) yaitu menambah
dan ‘meningkatkan, sarana,
prasarana’ dan  jumlah
petugas agar pelayanan
yang maksimal dapat segera
diwujudkan.

2. Keandaan (reliability) yang
sudah baiki dapat
ditingkatkan dengan
mengikutkan petugas dalam
pelatihan, agar kemampuan
serta wawasan yang dimiliki
oleh petugas bertambah.

3. Responsif (responsivenees)
yaitu memperjelas tupoksi
terhadap masing-masing
instansi

4. Keyakinan (assurance)
yaitu Mengaokasikan dana
untuk program pendataan

bangunan.
5. Empati (emphaty) vyaitu
mengadakan sosiaisasi

kepada masyarakat tentang
kewgjiban untuk membuat
IMB.

13
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